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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis 

dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sebab di ruang inilah kebijakan publik 

bersentuhan paling dekat dengan kebutuhan riil warga, mulai dari pelayanan administratif 

hingga penyediaan sarana dasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menegaskan kedudukan desa sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya 

masyarakat, sehingga desa tidak lagi diposisikan sekadar pelaksana program dari level 

yang lebih tinggi, melainkan sebagai subjek pembangunan. Dalam kerangka tersebut, 

pengelolaan keuangan desa menjadi arena krusial yang menuntut tata kelola yang tertib, 

terukur, dan terarah, karena seluruh keputusan belanja publik di tingkat desa pada 

akhirnya memengaruhi kualitas layanan dasar, pemerataan pembangunan antardusun, 

serta derajat kepercayaan warga terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, 

pengelolaan keuangan desa tidak cukup dipahami sebagai rangkaian administratif, 

melainkan sebagai proses kebijakan yang menuntut mekanisme kontrol publik yang 

memadai. 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menempati posisi utama dalam memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan desa berlangsung sesuai asas good governance. 

Transparansi dipahami sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan 

informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban sehingga masyarakat bukan hanya dapat “melihat”, tetapi juga 

“memahami” informasi yang disajikan serta memiliki ruang partisipasi yang berarti. 
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Akuntabilitas, di sisi lain, merupakan kewajiban moral-legal pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang berdampak pada 

penggunaan uang publik, baik kepada otoritas pembina maupun kepada warga sebagai 

pemegang kedaulatan. Kedua prinsip ini tidak berdiri sendiri; transparansi tanpa 

akuntabilitas berpotensi melahirkan keterbukaan semu, sedangkan akuntabilitas tanpa 

transparansi cenderung mereduksi pertanggungjawaban menjadi sekadar kepatuhan 

berkas. Karenanya, sinergi transparansi–akuntabilitas menjadi prasyarat bagi 

terselenggaranya manajemen keuangan desa yang berintegritas dan bernilai guna bagi 

masyarakat. 

Berbagai kajian menunjukkan masih terdapat jarak antara norma yang ditetapkan 

regulasi dan praktik di tingkat desa. Tantangan yang sering muncul antara lain 

keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami standar pelaporan, lemahnya sistem 

pengendalian internal, dan belum meratanya literasi teknologi di lingkungan pemerintah 

desa maupun masyarakat. Dalam konteks komunikasi publik, informasi keuangan kerap 

dipublikasikan dalam bentuk tabel angka yang sulit dipahami warga awam sehingga 

efektivitas transparansi menjadi rendah. Di banyak tempat, forum musyawarah masih 

dipersepsikan sebagai ritual administratif, bukan ruang deliberasi substantif. Akibatnya, 

aspirasi yang muncul belum terartikulasikan secara baik ke dalam prioritas belanja 

maupun indikator kinerja, sehingga siklus kebijakan publik di desa rentan terjebak pada 

pendekatan top-down yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Kondisi empiris di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, 

merefleksikan fenomena umum tersebut. Potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang 

besar belum sepenuhnya bertemu dengan praktik tata kelola keuangan yang terbuka dan 
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mudah diakses. Berdasarkan pengamatan awal tahun 2024, publikasi informasi keuangan 

sudah berjalan namun cenderung terbatas, belum disertai penjelasan naratif sederhana, 

visualisasi yang komunikatif, maupun kanal umpan balik yang sistematis. Hal ini 

menyulitkan warga untuk menilai kesesuaian alokasi dan realisasi belanja dengan 

kebutuhan prioritas, sekaligus membatasi ruang kontrol sosial yang konstruktif. Di saat 

yang sama, struktur organisasi dan pembagian tugas masih menghadapi tantangan 

kapasitas, yang berdampak pada belum optimalnya fungsi check and balance di internal 

pemerintah desa. 

Dimensi partisipasi masyarakat juga perlu dicermati secara lebih dalam. 

Kehadiran warga dalam forum musyawarah tidak otomatis berarti partisipasi bermakna; 

dibutuhkan prasyarat berupa akses informasi yang memadai, bahasa penyampaian yang 

inklusif, dan fasilitasi dialog yang adil agar warga dapat menyampaikan pendapat 

berdasarkan pemahaman yang cukup. Kerangka tangga partisipasi menegaskan adanya 

jenjang keterlibatan, dari sekadar pemberitahuan hingga berbagi kewenangan dalam 

pengambilan keputusan. Desa yang ingin memperkuat demokrasi lokal perlu mendorong 

pergeseran dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif, antara lain melalui 

pembukaan data yang ramah warga, musyawarah tematik berbasis bukti, dan mekanisme 

tindak lanjut yang jelas atas masukan publik. 

Di sisi lain, akuntabilitas yang selama ini relatif kuat pada aspek administratif dan 

hukum perlu diperluas cakupannya agar meneguhkan dimensi moral. Akuntabilitas moral 

menuntut kesesuaian kebijakan dan belanja publik dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, 

dan kepentingan umum, sehingga tolok ukurnya tidak semata kelengkapan berkas atau 

ketepatan waktu pelaporan, melainkan juga keterukuran manfaat yang dirasakan warga. 
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Dengan perspektif ini, pengelolaan keuangan desa seyogianya menyertakan indikator 

hasil (outcome) yang dapat ditelisik bersama antara pemerintah desa, BPD, dan 

masyarakat, misalnya peningkatan akses layanan dasar, pemerataan antarwilayah dusun, 

atau perbaikan kualitas sarana publik. 

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan untuk membaca ulang praktik 

transparansi dan akuntabilitas di Desa Aliantan secara komprehensif, melampaui 

pemahaman prosedural menuju pemaknaan substantif. Fokus penelitian secara eksplisit 

tidak membahas sumber-sumber pendapatan atau skema pendanaan tertentu, melainkan 

menelaah bagaimana mekanisme informasi, proses pertanggungjawaban, dan perangkat 

pengendalian dijalankan. Penelitian juga menaruh perhatian pada faktor pendukung dan 

penghambat, baik yang bersifat kelembagaan, kultural, maupun teknis, agar rekomendasi 

yang dirumuskan bersifat praktis dan dapat diadopsi dalam peningkatan mutu tata kelola. 

Dengan mempertimbangkan realitas di atas, penelitian ini mengarahkan lensa 

pada tiga isu pokok: pertama, tingkat transparansi pada berbagai tahapan pengelolaan 

keuangan desa dan sejauh mana keterbukaan itu dapat dipahami warga; kedua, derajat 

akuntabilitas yang tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari 

relevansi kebijakan terhadap kepentingan publik; ketiga, lanskap faktor pendorong dan 

penghambat yang menjelaskan mengapa jarak antara kaidah dan praktik masih terjadi. 

Temuan yang diharapkan bukan sekadar deskripsi kondisi, melainkan pijakan untuk 

perbaikan manajerial, penguatan instrumen informasi, serta pelembagaan partisipasi yang 

berarti. 

Akhirnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi akademik dan 

praktis sekaligus. Secara akademik, ia memperkaya diskursus tentang tata kelola desa 
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dengan menekankan keterhubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

warga. Secara praktis, ia menyodorkan langkah perbaikan yang terukur, berorientasi pada 

penguatan fungsi informasi publik, pengendalian internal yang proporsional, dan kanal 

pertanggungjawaban yang mudah diakses. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa 

diharapkan semakin kredibel, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan warga, selaras 

dengan cita-cita demokrasi lokal dan pembangunan yang berkeadilan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan 

kunci yang saling berkaitan dan membentuk alur analisis.  

1. bagaimana bentuk dan tingkat penerapan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa di Desa Aliantan pada seluruh tahapan utama perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta sejauh 

mana informasi yang disajikan dapat dipahami warga.  

2. bagaimana akuntabilitas dipraktikkan oleh pemerintah desa, tidak hanya dari sisi 

kepatuhan administratif hukum, melainkan juga dari dimensi moral yang 

berorientasi pada kepentingan publik.  

3. faktor pendukung dan penghambat apa saja yang memengaruhi kualitas penerapan 

transparansi dan akuntabilitas di Desa Aliantan, baik yang bersifat kelembagaan 

struktur, SOP, pembagian tugas, kultural nilai, kebiasaan, norma setempat, 

maupun teknis kapasitas SDM, ketersediaan sarana informasi, dan literasi warga. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. mendeskripsikan secara mendalam praktik transparansi pengelolaan keuangan 

desa di Desa Aliantan pada setiap tahapan proses, sekaligus menilai keterpahaman 

informasi oleh warga 

2.  menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dengan menimbang kesesuaian 

antara kebijakan, proses, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada  

publik 

3. mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi kualitas 

implementasi kedua prinsip tersebut, sehingga dapat disusun rekomendasi 

perbaikan manajerial dan kelembagaan yang realistis untuk diterapkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah studi tata kelola 

sektor publik di level desa dengan menekankan relasi antara transparansi sebagai 

instrumen keterbukaan, akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban, dan 

partisipasi sebagai prasyarat legitimasi kebijakan. Temuan riset dapat berkontribusi pada 

pengembangan konsep transparansi substantif dan akuntabilitas moral di lingkungan 

pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian diorientasikan untuk membantu 

pemerintah Desa Aliantan memperbaiki tata kelola melalui penyajian informasi yang 

komunikatif, pelembagaan kanal umpan balik warga, serta penguatan sistem 

pengendalian internal yang proporsional. Bagi BPD, penelitian ini memberi masukan 

untuk menguatkan fungsi pengawasan partisipatif; bagi masyarakat, penelitian ini 

menyediakan rujukan untuk meningkatkan literasi kebijakan dan keuangan sehingga 

kontrol sosial berlangsung lebih bermakna. 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam teori (konsep) yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dan kerangka konseptual yang mencakup berbagai variabel yang 

digunakan dalam penelitian.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, 

teknik analisis data dan uji keabsahan data.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang,laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V  :  PENUTUP  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori 

2.2.1 Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Transparansi dalam konte$ks pe$me$rintahan de$sa dimaknai se$bagai ke$te$rbu$kaan 

informasi yang me$mu$ngkinkan warga me$mpe$role$h, me$nilai, dan me$manfaatkan data 

te$rkait ke$bijakan se$rta pe$nge$lolaan ke$u$angan se$cara te$pat waktu$, le$ngkap, dan mu$dah 

dipahami. Ke$te$rbu$kaan ini me$lintasi batas pu$blikasi formal, se$bab tu$ju$an akhirnya ialah 

me$mpe$rku$at pe$mahaman dan partisipasi warga dalam ke$se$lu$ru$han siklu$s ke$bijakan. 

Dalam praktik, transparansi yang e$fe$ktif me$mbu$tu$hkan standar konte$n (apa yang 

dipu$blikasikan), standar me$dia (bagaimana dipu$blikasikan), standar waktu$ (kapan 

dipu$blikasikan), se$rta standar bahasa (se$jau$h mana informasi ramah bagi pe$mbaca 

awam). Tanpa ke$e$mpat standar te$rse$bu$t, ke$te$rbu$kaan rawan te$re$du$ksi me$njadi se$batas 

ke$wajiban administratif yang ku$rang be$rnilai gu$na bagi masyarakat. 

Re$gu$lasi nasional te$lah me$ne$mpatkan transparansi se$bagai asas pe$nge$lolaan 

ke$u$angan de$sa yang tidak bole$h diabaikan. Ke$wajiban me$mbu$ka informasi me$nge$nai 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan pe$rtanggu$ngjawaban me$ngisyaratkan bahwa pu$blik 

adalah pe$mangku$ ke$pe$ntingan u$tama yang haru$s dibe$ri akse$s se$tara te$rhadap data. 

Namu$n, re$alitas lapangan me$nu$nju$kkan variasi imple$me$ntasi yang cu$ku$p le$bar 

antar-de$sa, te$ru$tama te$rkait ku$alitas pe$nyajian dan konsiste$nsi pe$mbaru$an informasi. 

Tantangan u$mu$m yang mu$ncu$l me$lipu$ti ke$te$rbatasan SDM, pe$rse$psi bahwa data 

ke$u$angan be$rsifat te$knis dan “su$lit dise$de$rhanakan”, se$rta be$lu$m siste$matisnya 

pe$nggu$naan me$dia digital yang me$mu$ngkinkan jangkau$an pu$blik le$bih lu$as. 
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Ke$rangka transparansi yang  wuf ku$at me$nsyaratkan adanya de$sain informasi 

yang be$rpu$sat pada pe$nggu$na (u$se$r-ce$nte$re$d). Di tingkat de$sa, ini be$rarti laporan dan 

pe$ngu$mu$man he$ndaknya dise$rtai ringkasan naratif, infografik, glosariu$m istilah, se$rta 

kanal tanya jawab yang me$madai. Prinsip “ramah warga” me$njadi pe$nting agar warga 

tidak be$rhe$nti di ambang pintu$ data, me$lainkan dapat masu$k dan me$mahami isi informasi 

se$cara su$bstansial. De$ngan de$mikian, transparansi be$rku$alitas bu$kan se$kadar me$nyajikan 

angka, te$tapi me$mbangu$n je$mbatan pe$nge$tahu$an antara pe$me$rintah de$sa dan masyarakat 

se$hingga pe$ngambilan ke$pu$tu$san pu$blik me$ndapatkan le$gitimasi yang le$bih ku$ku$h. 

Transparansi ju$ga te$rkait e$rat de$ngan ke$adilan informasi. De$sa yang he$te$roge$n 

me$me$rlu$kan strate$gi ke$te$rbu$kaan yang se$nsitif te$rhadap pe$rbe$daan akse$s misalnya warga 

lansia yang tidak akrab de$ngan gawai, ke$lompok pe$re$mpu$an yang me$miliki ke$te$rbatasan 

waktu$, atau$ warga yang tinggal jau$h dari pu$sat pe$me$rintahan de$sa. Kombinasi me$dia 

papan informasi, pe$rte$mu$an tatap mu$ka, siaran gru$p pe$san singkat re$smi, dan we$bsite$ 

atau$ kanal digital de$sa me$mbantu$ me$mastikan tidak ada ke$lompok yang te$rtinggal. U$paya 

ini me$ne$gu$hkan prinsip nondiskriminasi dalam pe$layanan informasi pu$blik dan 

me$ndorong ke$te$rlibatan warga se$cara le$bih me$rata. 

Le$bih jau$h, transparansi me$miliki nilai instru$me$ntal se$bagai pe$nce$gah risiko tata 

ke$lola. Akse$s pu$blik te$rhadap informasi me$njadi me$kanisme$ kontrol sosial yang mampu$ 

me$ngu$rangi pe$lu$ang pe$nyimpangan, me$mpe$rku$at inte$gritas aparatu$r, dan me$ndorong 

e$fisie$nsi pe$nggu$naan su$mbe$r daya. Ke$tika warga dapat me$ne$lu$su$ri alu$r pe$re$ncanaan 

hingga pe$rtanggu$ngjawaban, te$kanan u$ntu$k be$ke$rja se$su$ai prose$du$r dan tu$ju$an pu$blik 

me$ningkat. De$ngan cara ini, transparansi me$njadi pagar e$tis se$kaligu$s manaje$rial yang 

me$njaga agar prose$s ke$bijakan te$tap be$rada pada re$l yang be$nar. 
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Pada tataran ke$le$mbagaan, transparansi yang be$rke$lanju$tan me$me$rlu$kan 

ke$be$radaan stru$ktu$r dan prose$du$r yang je$las pe$nanggu$ng jawab informasi, standar 

ope$rasional layanan, se$rta jadwal pu$blikasi yang konsiste$n. Tanpa pe$le$mbagaan, 

transparansi akan be$rgantu$ng pada figu$r dan be$rpote$nsi me$ngalami ke$tidakpastian ke$tika 

te$rjadi pe$rgantian aparat. Kare$nanya, pe$nting bagi de$sa u$ntu$k me$nata tata ke$lola 

informasi se$cara formal agar ke$te$rbu$kaan me$njadi bu$daya organisasi, bu$kan se$kadar 

inisiatif se$saat. 

E$valu$asi transparansi ju$ga me$nsyaratkan indikator yang dapat diobse$rvasi. 

Indikator te$rse$bu$t, antara lain, ke$le$ngkapan konte$n yang dipu$blikasikan, ke$mu$dahan 

akse$s, ke$te$ratu$ran pe$mbaru$an, ke$te$rpahaman bahasa, se$rta adanya me$kanisme$ u$mpan 

balik. De$ngan indikator yang je$las, de$sa dapat me$laku$kan pe$rbaikan yang te$ru$ku$r dari 

waktu$ ke$ waktu$, se$me$ntara warga me$mpe$role$h basis e$valu$asi yang obje$ktif dan dapat 

dipe$rtanggu$ngjawabkan. 

Akhirnya, transparansi yang baik haru$s be$rorie$ntasi pada hasil. U$ku$ran 

ke$be$rhasilan transparansi bu$kan banyaknya doku$me$n yang diu$mu$mkan, me$lainkan 

pe$ningkatan pe$mahaman warga, be$rtambahnya partisipasi be$rmakna, dan me$mbaiknya 

ku$alitas ke$pu$tu$san pu$blik. Ke$tika transparansi me$nghasilkan dialog yang le$bih se$tara 

antara pe$me$rintah de$sa dan masyarakat, maka ia te$lah be$rfu$ngsi se$bagai pondasi 

de$mokrasi lokal yang se$hat. 

2.1 1 Tabel indikator Transparansi 

No Indikator Utama Penjelasan Praktis di Desa 

1 Pu$blikasi APBDe$s 

Pe$me$rintah de$sa wajib me$ngu$mu$mkan doku$me$n 

APBDe$s ke$pada masyarakat se$cara te$rbu$ka 

me$lalu$i papan informasi, baliho, atau$ me$dia 

digital (Pasal 24). 
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2 Mu$syawarah De$sa 

Se$tiap tahapan pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan 

pe$rtanggu$ngjawaban ke$u$angan de$sa haru$s 
me$libatkan masyarakat me$lalu$i mu$syawarah de$sa 

(Pasal 32). 

3 
Akse$s Informasi 

Pu$blik 

Masyarakat be$rhak me$mpe$role$h informasi 

ke$u$angan de$sa, baik se$cara langsu$ng mau$pu$n 

me$lalu$i me$dia pu$blikasi re$smi de$sa (Pasal 82). 

4 
Laporan Re$alisasi 

Se$me$ste$ran 

Pe$me$rintah de$sa wajib me$nyampaikan laporan 

re$alisasi APBDe$s se$tiap se$me$ste$r se$cara te$rbu$ka 

ke$pada masyarakat (Pasal 70). 

5 
Pe$rtanggu$ngjawaban 
Tahu$nan 

Laporan Pe$rtanggu$ngjawaban Re$alisasi APBDe$s 

disampaikan ke$pada bu$pati/walikota se$kaligu$s 
diinformasikan ke$pada masyarakat se$cara 

te$rbu$ka (Pasal 71). 

 

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan Desa 

Aku$ntabilitas dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa me$ru$ju$k pada ke$wajiban 

pe$me$rintah de$sa u$ntu$k me$mpe$rtanggu$ngjawabkan se$tiap ke$bijakan, prose$s, dan hasil 

yang be$rdampak pada pe$nggu$naan u$ang pu$blik ke$pada pihak-pihak yang be$rhak baik 

se$cara ve$rtikal ke$pada otoritas pe$mbina mau$pu$n se$cara horizontal ke$pada warga. 

Aku$ntabilitas tidak be$rhe$nti pada ke$patu$han me$nyu$su$n laporan, me$lainkan me$ncaku$p 

pe$nje$lasan rasional di balik ke$pu$tu$san, ke$se$su$aian pe$laksanaan de$ngan re$ncana, se$rta 

bu$kti manfaat yang dirasakan masyarakat. De$ngan de$mikian, aku$ntabilitas adalah konse$p 

me$nye$lu$ru$h yang me$nyatu$kan aspe$k le$gal, administratif, e$tis, dan sosial. 

Dalam praktik, aku$ntabilitas se$ring kali ku$at pada sisi administratif, misalnya 

ke$le$ngkapan doku$me$n dan ke$te$patan waktu$ pe$laporan, te$tapi re$latif le$mah pada dime$nsi 

moral dan sosial yakni ke$mampu$an me$nje$laskan re$le$vansi ke$bijakan te$rhadap ke$bu$tu$han 

warga dan ke$se$diaan me$ne$rima kore$ksi pu$blik. Ke$se$njangan ini u$mu$mnya dipe$ngaru$hi 

ole$h bu$daya birokrasi yang me$ne$kankan ke$patu$han formal, ke$te$rbatasan indikator hasil 
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yang be$rorie$ntasi pada warga, dan kanal pe$rtanggu$ngjawaban yang be$lu$m ramah 

partisipasi. U$ntu$k me$nu$tu$p ke$se$njangan te$rse$bu$t, de$sa pe$rlu$ me$ngaru$su$tamakan u$ku$ran 

ke$be$rhasilan yang tidak hanya me$ngu$tamakan prose$du$r, te$tapi ju$ga dampak. 

Se$cara ke$le$mbagaan, aku$ntabilitas yang se$hat me$me$rlu$kan tiga prasyarat. 

Pe$rtama, pe$mbagian tu$gas yang je$las agar fu$ngsi otorisasi, pe$laksanaan, dan pe$ngawasan 

tidak te$rpu$sat pada orang atau$ u$nit yang sama. Ke$du$a, SOP pe$nge$ndalian inte$rnal yang 

me$mastikan se$tiap transaksi dan ke$pu$tu$san me$le$wati je$jak au$dit yang dapat dite$lu$su$ri. 

Ke$tiga, kanal pe$rtanggu$ngjawaban pu$blik yang me$mu$ngkinkan warga me$ngaju$kan 

pe$rtanyaan, komplain, atau$ u$su$lan pe$rbaikan de$ngan prose$du$r yang mu$dah dan re$spons 

yang te$ru$ku$r. Ke$tika tiga prasyarat ini be$rjalan, aku$ntabilitas me$njadi siste$m, bu$kan 

se$kadar slogan. 

Aku$ntabilitas ju$ga me$nu$ntu$t kompe$te$nsi. Aparatu$r de$sa pe$rlu$ me$ngu$asai aspe$k 

te$knis pe$laporan, pe$mahaman re$gu$lasi, dan ke$te$rampilan komu$nikasi pu$blik se$hingga 

pe$san pe$rtanggu$ngjawaban tidak hanya aku$rat se$cara aku$ntansi, te$tapi ju$ga komu$nikatif 

bagi warga. Pe$latihan be$rke$lanju$tan, pe$ndampingan, se$rta pe$mbe$lajaran se$jawat 

antarde$sa me$ru$pakan strate$gi pe$nting u$ntu$k me$mpe$rku$at kompe$te$nsi yang dibu$tu$hkan. 

Di lu$ar itu$, inte$gritas pe$rsonal te$tap me$njadi fondasi: kompe$te$nsi tanpa inte$gritas be$risiko 

me$lahirkan rasionalisasi atas praktik yang tidak be$rpihak pada ke$pe$ntingan pu$blik. 

Dalam re$lasi pe$me$rintah de$sa warga, aku$ntabilitas ide$alnya be$rsifat dialogis. 

Pe$rtanggu$ngjawaban bu$kan monolog yang be$risi paparan capaian ve$rsi pe$me$rintah, 

me$lainkan panggu$ng dialog yang me$mbu$ka ru$ang tanya jawab, klarifikasi, dan kore$ksi. 

Be$ntu$k-be$ntu$k se$de$rhana se$pe$rti foru$m aku$ntabilitas pe$riodik, ringkasan 

pe$rtanggu$ngjawaban be$rbasis infografik, dan pe$libatan ke$lompok warga dalam e$valu$asi 
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dapat me$mpe$rku$at dime$nsi dialogis te$rse$bu$t. Ke$tika dialog rajin dilaku$kan, jarak 

psikologis antara pe$nge$lola dan pe$milik ke$dau$latan me$nye$mpit, se$hingga ke$pu$tu$san 

pu$blik me$mpe$role$h validasi sosial yang le$bih tinggi. 

Akhirnya, aku$ntabilitas pe$rlu$ diikat pada indikator hasil yang re$le$van de$ngan 

ke$bu$tu$han lokal. Indikator ini dapat be$ru$pa pe$ningkatan akse$s layanan, pe$rbaikan ku$alitas 

sarana, atau$ ke$pu$asan warga te$rhadap prose$s dan hasil pe$mbangu$nan. De$ngan indikator 

hasil, argu$me$n ke$bijakan me$njadi le$bih te$ru$ku$r, dan aku$ntabilitas moral me$ndapatkan 

pijakan yang ku$at. Jika transparansi adalah je$nde$la, maka aku$ntabilitas adalah ce$rmin: 

ke$du$anya dibu$tu$hkan agar pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa dapat dilihat dari lu$ar se$kaligu$s 

dikore$ksi dari dalam. 

  



14 
 

2.1 2 Tabel indikator Akuntabilitas 

No Indikator Utama Penjelasan Praktis di Desa 

1 
Ke$patu$han pada 

Re$gu$lasi 

Pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa haru$s se$su$ai 

Pe$rme$ndagri 20/2018, mu$lai dari 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, pe$natau$sahaan, 

hingga pe$laporan (Pasal 2). 

2 
Standar Pe$laporan 

Ke$u$angan 

Laporan re$alisasi dan pe$rtanggu$ngjawaban 

APBDe$s haru$s disu$su$n se$su$ai Standar 

Aku$ntansi Pe$me$rintahan (SAP) (Pasal 40 & 

48). 

3 Pe$ngawasan Inte$rnal 

Badan Pe$rmu$syawaratan De$sa (BPD) 

me$laku$kan fu$ngsi pe$ngawasan te$rhadap 

kine$rja pe$me$rintah de$sa (Pasal 82). 

4 
Pe$ngawasan 

E$kste$rnal 

Inspe$ktorat kabu$pate$n/kota dan au$ditor 

pe$me$rintah be$rwe$nang me$laku$kan au$dit dan 

e$valu$asi laporan ke$u$angan de$sa (Pasal 83). 

5 
Pe$rtanggu$ngjawaban 

Pu$blik 

Ke$pala de$sa wajib me$mpe$rtanggu$ngjawabkan 

pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa ke$pada 

masyarakat dalam foru$m mu$syawarah de$sa 

(Pasal 71). 

 

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Transparansi serta Akuntabilitas 

Transparansi dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa be$rfu$ngsi me$mbu$ka akse$s 

informasi se$lu$as-lu$asnya agar masyarakat me$miliki ke$se$mpatan me$nge$tahu$i, me$mahami, 

se$rta iku$t me$nilai ke$bijakan dan aktivitas pe$me$rintah de$sa. Tu$ju$an akhirnya bu$kan 

se$kadar me$mbe$ri data, me$lainkan me$ndorong ke$te$rlibatan aktif warga dalam me$ngawal 

jalannya pe$me$rintahan de$sa. De$ngan adanya transparansi, se$tiap tahap pe$nge$lolaan 

ke$u$angan de$sa, mu$lai dari pe$re$ncanaan hingga pe$rtanggu$ngjawaban, dapat dipantau$ dan 

dikritisi ole$h pu$blik. Fu$ngsi ini pe$nting kare$na me$nce$gah timbu$lnya asime$tri informasi 

antara pe$me$rintah de$sa dan masyarakat yang dapat me$nimbu$lkan pote$nsi pe$nyalahgu$naan 

we$we$nang. 
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Aku$ntabilitas, di sisi lain, be$rfu$ngsi me$mastikan bahwa se$tiap tindakan dan 

ke$pu$tu$san yang diambil pe$me$rintah de$sa te$rkait ke$u$angan dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan 

se$cara formal mau$pu$n moral. Tu$ju$an u$tamanya adalah me$nciptakan me$kanisme$ kontrol 

yang me$njamin dana pu$blik digu$nakan se$su$ai de$ngan re$gu$lasi, ke$bu$tu$han masyarakat, 

se$rta prinsip ke$adilan. De$ngan aku$ntabilitas, aparatu$r de$sa ditu$ntu$t u$ntu$k tidak hanya 

me$nyu$su$n laporan administratif, te$tapi ju$ga me$nu$nju$kkan ke$be$rhasilan program se$cara 

nyata. Laporan yang disu$su$n haru$s me$re$pre$se$ntasikan ke$se$su$aian antara pe$re$ncanaan 

de$ngan re$alisasi, se$rta antara be$lanja pu$blik de$ngan hasil yang dirasakan masyarakat. 

Fu$ngsi transparansi dan aku$ntabilitas ju$ga dapat dipahami se$bagai du$a sisi mata 

u$ang yang saling me$le$ngkapi. Transparansi me$nye$diakan data dan informasi yang 

me$mu$ngkinkan masyarakat me$ngawasi, se$me$ntara aku$ntabilitas me$mastikan bahwa 

informasi te$rse$bu$t be$nar-be$nar me$nce$rminkan kine$rja dan dapat diu$ji ke$absahannya. 

Tanpa transparansi, aku$ntabilitas ke$hilangan bahan baku$ u$ntu$k dive$rifikasi masyarakat; 

se$me$ntara tanpa aku$ntabilitas, transparansi hanya me$njadi formalitas yang tidak me$miliki 

daya dorong pe$rbaikan. De$ngan de$mikian, tu$ju$an yang he$ndak dicapai dari sine$rgi 

ke$du$anya adalah me$ningkatnya ke$pe$rcayaan pu$blik, te$rwu$ju$dnya pe$me$rintahan de$sa 

yang be$rsih, se$rta tu$mbu$hnya le$gitimasi de$mokrasi lokal. 

2.2.4 Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance Desa 

Konse$p good gove$rnance$ me$ne$kankan adanya prinsip-prinsip u$nive$rsal yang 

haru$s dipe$gang te$gu$h ole$h se$tiap e$ntitas pe$me$rintahan, te$rmasu$k de$sa. Me$nu$ru$t U$NDP 

(2021), se$tidaknya ada e$nam prinsip u$tama good gove$rnance$, yakni partisipasi, 

transparansi, aku$ntabilitas, e$fe$ktivitas, re$sponsivitas, dan ke$adilan. Dalam konte$ks de$sa, 

transparansi be$rpe$ran se$bagai fondasi yang me$mu$ngkinkan warga me$nge$tahu$i arah 
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ke$bijakan, alokasi ke$u$angan, se$rta capaian program. Tanpa transparansi, masyarakat 

tidak me$miliki basis informasi yang cu$ku$p u$ntu$k me$nilai kine$rja pe$me$rintah de$sa. 

Transparansi de$ngan de$mikian me$ru$pakan syarat u$tama u$ntu$k me$mbangu$n le$gitimasi 

pe$me$rintah di mata masyarakat. 

Aku$ntabilitas, se$bagai pasangan dari transparansi, be$rpe$ran me$njamin bahwa 

se$gala ke$pu$tu$san pe$me$rintah de$sa dapat diu$ji, dinilai, dan dipe$rtanggu$ngjawabkan, baik 

dari aspe$k prose$du$r mau$pu$n su$bstansi. Dalam ke$rangka good gove$rnance$, aku$ntabilitas 

be$rfu$ngsi me$nce$gah pe$nyalahgu$naan ke$ku$asaan se$rta me$mastikan adanya ke$se$imbangan 

antara ke$we$nangan dan pe$rtanggu$ngjawaban. Aparatu$r de$sa tidak cu$ku$p se$kadar 

me$njalankan prose$du$r administrasi, te$tapi ju$ga haru$s mampu$ me$nu$nju$kkan bahwa 

ke$bijakan yang diambil se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$han dan aspirasi masyarakat. 

Ke$du$a prinsip ini me$njadi indikator pe$nting dalam me$ngu$ku$r se$jau$h mana su$atu$ 

de$sa te$lah me$ne$rapkan tata ke$lola pe$me$rintahan yang baik. Transparansi me$mbe$ri ru$ang 

bagi masyarakat u$ntu$k me$mpe$role$h informasi, se$dangkan aku$ntabilitas me$ngharu$skan 

pe$me$rintah de$sa u$ntu$k siap diu$ji atas informasi te$rse$bu$t. De$ngan adanya ke$te$rpadu$an 

transparansi dan aku$ntabilitas, good gove$rnance$ di tingkat de$sa dapat diwu$ju$dkan se$cara 

le$bih nyata, kare$na warga tidak hanya be$rpe$ran se$bagai pe$ne$rima ke$bijakan, te$tapi ju$ga 

se$bagai pe$ngawas dan mitra kritis dalam prose$s pe$mbangu$nan. 

2.2.5 Komponen Transparansi dan Akuntabilitas 

Pe$rme$ndagri Nomor 20 Tahu$n 2018 te$ntang Pe$nge$lolaan Ke$u$angan De$sa 

me$ne$gaskan bahwa transparansi dan aku$ntabilitas haru$s diwu$ju$dkan dalam praktik 

se$hari-hari pe$me$rintah de$sa me$lalu$i kompone$n-kompone$n te$rte$ntu$. Kompone$n 

transparansi me$lipu$ti: (1) ke$te$rbu$kaan informasi me$nge$nai Anggaran Pe$ndapatan dan 
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Be$lanja De$sa (APBDe$s) yang dipu$blikasikan se$cara te$rbu$ka dan mu$dah diakse$s; (2) 

partisipasi masyarakat dalam foru$m mu$syawarah de$sa; se$rta (3) pe$nye$diaan akse$s pu$blik 

te$rhadap laporan ke$u$angan se$cara pe$riodik. Ke$tiga kompone$n ini me$njadi dasar agar 

masyarakat dapat me$ngiku$ti pe$rke$mbangan ke$u$angan de$sa de$ngan baik. 

Kompone$n aku$ntabilitas, di sisi lain, me$ncaku$p: (1) pe$nyu$su$nan laporan 

ke$u$angan se$su$ai de$ngan Standar Aku$ntansi Pe$me$rintahan (SAP); (2) pe$ngawasan inte$rnal 

me$lalu$i le$mbaga de$sa se$pe$rti BPD; (3) pe$ngawasan e$kste$rnal ole$h pihak yang be$rwe$nang 

se$pe$rti inspe$ktorat atau$ le$mbaga au$dit pe$me$rintah; (4) pe$ne$rapan sanksi hu$ku$m te$rhadap 

pe$langgaran; se$rta (5) inte$gritas aparatu$r de$sa se$bagai aktor u$tama dalam prose$s 

pe$nge$lolaan ke$u$angan. Ke$lima kompone$n ini be$rfu$ngsi se$bagai instru$me$n u$ntu$k 

me$mastikan bahwa se$tiap ru$piah yang dike$lola pe$me$rintah de$sa me$miliki dasar hu$ku$m, 

te$rcatat de$ngan be$nar, dan dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan ke$pada pu$blik. 

Se$lain itu$, pe$rke$mbangan te$knologi informasi me$nghadirkan pe$lu$ang baru$ dalam 

me$mpe$rku$at ke$du$a prinsip te$rse$bu$t. Siste$m Ke$u$angan De$sa (Siske$u$de$s) yang 

dike$mbangkan pe$me$rintah pu$sat, misalnya, me$njadi instru$me$n pe$nting u$ntu$k me$ndu$ku$ng 

aku$ntabilitas administratif. Namu$n, pe$rlu$ digarisbawahi bahwa pe$manfaatan te$knologi 

tidak akan e$fe$ktif tanpa dise$rtai de$ngan komitme$n inte$gritas aparatu$r de$sa se$rta bu$daya 

partisipasi masyarakat yang ku$at. Ole$h kare$na itu$, kompone$n transparansi dan 

aku$ntabilitas haru$s dipahami bu$kan hanya se$bagai ke$wajiban te$knis, te$tapi ju$ga se$bagai 

bu$daya ke$le$mbagaan yang me$le$kat dalam praktik pe$me$rintahan de$sa se$hari-hari. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Ke$rangka pe$mikiran dalam pe$ne$litian ini dibangu$n be$rdasarkan te$ori transparansi, 

aku$ntabilitas, partisipasi masyarakat, se$rta prinsip-prinsip good gove$rnance$. Transparansi 
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dide$finisikan se$bagai ke$te$rbu$kaan informasi pu$blik yang me$ncaku$p tahapan pe$re$ncanaan, 

pe$laksanaan, pe$natau$sahaan, pe$laporan, dan pe$rtanggu$ngjawaban ke$u$angan de$sa. 

Aku$ntabilitas dipahami se$bagai ke$wajiban aparatu$r de$sa u$ntu$k 

me$mpe$rtanggu$ngjawabkan se$tiap tindakan dan ke$bijakan ke$u$angan ke$pada masyarakat 

mau$pu$n otoritas di atasnya. Ke$du$a prinsip ini saling te$rkait dan haru$s dijalankan se$cara 

konsiste$n u$ntu$k me$njamin e$fe$ktivitas tata ke$lola de$sa. 

Se$cara logis, alu$r pe$mikiran pe$ne$litian ini dapat dijabarkan se$bagai be$riku$t: Inpu$t 

be$ru$pa ke$u$angan de$sa; Prose$s me$lipu$ti tahapan pe$nge$lolaan ke$u$angan; Kontrol 

dijalankan me$lalu$i pe$ne$rapan prinsip transparansi dan aku$ntabilitas; Ou$tpu$t yang 

dihasilkan adalah tata ke$lola ke$u$angan de$sa yang baik; dan Ou$tcome$ be$ru$pa 

me$ningkatnya ke$pe$rcayaan masyarakat, le$gitimasi pe$me$rintah de$sa, se$rta ku$alitas 

pe$mbangu$nan lokal. De$ngan alu$r te$rse$bu$t, transparansi dan aku$ntabilitas diposisikan 

se$bagai me$kanisme$ kontrol yang me$ne$kan pote$nsi pe$nyimpangan se$kaligu$s me$ndorong 

pe$me$rintahan de$sa le$bih re$sponsif te$rhadap ke$bu$tu$han masyarakat. 

Gambar 2.1 Digram kerangka pemikiran 
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2.3 Fokus Penelitian 

Pe$ne$litian ini be$rfoku$s pada pe$ne$rapan prinsip transparansi dan aku$ntabilitas 

dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa di De$sa Aliantan, Ke$camatan Kabu$n, Kabu$pate$n 

Rokan Hu$lu$. Foku$s diarahkan pada e$mpat aspe$k u$tama, yaitu$: (1) transparansi 
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pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa pada tahap pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan pe$laporan; (2) 

aku$ntabilitas aparatu$r de$sa dalam me$mpe$rtanggu$ngjawabkan ke$u$angan de$sa, baik se$cara 

administratif mau$pu$n moral; (3) faktor pe$ndu$ku$ng yang me$mpe$rku$at imple$me$ntasi 

transparansi dan aku$ntabilitas, se$pe$rti re$gu$lasi, kapasitas aparatu$r, pe$manfaatan 

te$knologi, se$rta partisipasi masyarakat; dan (4) faktor pe$nghambat, se$pe$rti ke$te$rbatasan 

su$mbe$r daya manu$sia, re$ndahnya lite$rasi masyarakat, bu$daya birokrasi yang te$rtu$tu$p, 

se$rta ke$te$rbatasan sarana pu$blikasi. De$ngan foku$s ini, pe$ne$litian diharapkan dapat 

me$mbe$rikan gambaran kompre$he$nsif me$nge$nai se$jau$h mana prinsip tata ke$lola de$sa te$lah 

diimple$me$ntasikan. 

2.4 Kerangka Regulasi 

Ke$rangka re$gu$lasi pe$ne$litian ini be$rtu$mpu$ pada be$be$rapa atu$ran hu$ku$m yang 

se$cara e$ksplisit me$ngatu$r pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa. Pe$rtama, U$ndang-U$ndang Nomor 

6 Tahu$n 2014 te$ntang De$sa yang me$mbe$rikan ke$we$nangan lu$as bagi de$sa u$ntu$k me$ngatu$r 

dan me$ngu$ru$s ke$pe$ntingannya, te$rmasu$k pe$nge$lolaan ke$u$angan. Ke$du$a, Pe$ratu$ran 

Pe$me$rintah Nomor 43 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$ratu$ran Pe$laksanaan U$U$ De$sa, yang 

me$ngatu$r me$kanisme$ pe$re$ncanaan pe$mbangu$nan dan pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa me$lalu$i 

doku$me$n pe$re$ncanaan de$sa. Ke$tiga, Pe$rme$ndagri Nomor 20 Tahu$n 2018 te$ntang 

Pe$nge$lolaan Ke$u$angan De$sa, yang se$cara te$gas me$nu$ntu$t transparansi, aku$ntabilitas, 

partisipatif, se$rta disiplin anggaran. Ke$e$mpat, U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 2008 

te$ntang Ke$te$rbu$kaan Informasi Pu$blik, yang me$njamin hak masyarakat u$ntu$k 

me$mpe$role$h akse$s informasi pu$blik, te$rmasu$k laporan ke$u$angan de$sa. Ke$e$mpat re$gu$lasi 

ini me$mbe$rikan dasar hu$ku$m yang ku$at bagi de$sa dalam me$nye$le$nggarakan tata ke$lola 

ke$u$angan yang transparan dan aku$ntabe$l. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Kajian me$nge$nai transparansi dan aku$ntabilitas ke$u$angan de$sa te$lah banyak 

dilaku$kan ole$h pe$ne$liti se$be$lu$mnya, baik dalam be$ntu$k stu$di kasu$s di de$sa te$rte$ntu$ 

mau$pu$n dalam be$ntu$k pe$ne$litian komparatif di be$be$rapa wilayah. Hasil-hasil pe$ne$litian 

te$rse$bu$t me$njadi pijakan pe$nting u$ntu$k me$mahami se$jau$h mana prinsip good gove$rnance$ 

te$lah diimple$me$ntasikan di tingkat de$sa, se$kaligu$s me$nu$nju$kkan adanya ke$se$njangan 

antara norma re$gu$lasi dan praktik di lapangan. Me$lalu$i pe$me$taan pe$ne$litian te$rdahu$lu$, 

dapat dilihat pola u$mu$m bahwa transparansi se$ring kali hanya dijalankan se$cara 

prose$du$ral, se$me$ntara aku$ntabilitas le$bih me$ne$kankan aspe$k administratif ke$timbang 

dime$nsi moral. Tabe$l be$riku$t me$nyajikan ringkasan be$be$rapa pe$ne$litian re$le$van yang 

me$njadi landasan dan pe$mbanding bagi pe$ne$litian ini: 
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2.1 3 Tabel Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

& Tahun 

Judul/Objek 

Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Temuan 

Utama 

Relevansi 

dengan 

Penelitian Ini 

1 
Wu$landar

i (2021) 

Aku$ntabilitas 

Ke$u$angan 

De$sa di 

Sle$man 

Aku$ntabilitas 

administrasi 

Aku$ntabilitas 

se$batas laporan 

administratif 

tanpa 

pe$ngawasan 

su$bstansial 

Me$njadi 

pe$mbanding 

dalam me$nilai 

aku$ntabilitas 

De$sa Aliantan 

2 
Sire$gar 

(2022) 

Transparansi 

Ke$u$angan 

De$sa di Riau$ 

Transparansi 

pu$blik 

Pu$blikasi 

informasi 

te$rbatas, tidak 

ru$tin, su$lit 

dipahami 

kare$na lite$rasi 

re$ndah 

Re$le$van de$ngan 

fe$nome$na di 

De$sa Aliantan 

te$rkait 

transparansi 

prose$du$ral 

3 

Lu$bis & 

Hidayat 

(2023) 

Transparansi 

& 

Ke$pe$rcayaan 

Pu$blik 

Hu$bu$ngan 

transparansi 

de$ngan 

le$gitimasi 

Transparansi 

su$bstantif 

me$ningkatkan 

ke$pe$rcayaan 

masyarakat 

Me$ngu$atkan 

analisis 

hu$bu$ngan 

transparansi 

de$ngan 

le$gitimasi 

pe$me$rintah de$sa 

4 

He$rawati 

& Sari 

(2022) 

Hambatan 

Ke$te$rbu$kaan 

Informasi 

De$sa 

Ke$ndala 

transparansi 

Hambatan 

u$tama: SDM 

re$ndah dan 

bu$daya 

birokrasi 

te$rtu$tu$p 

Re$le$van dalam 

me$ngide$ntifikasi 

faktor 

pe$nghambat 

transparansi di 

Aliantan 

5 

Fadilah & 

Ku$rniawa

n (2021) 

Aku$ntabilitas 

De$sa di Jawa 

Barat 

Standar 

aku$ntansi & 

pe$ran 

pe$ndamping 

Aparatu$r 

sangat 

be$rgantu$ng 

pada 

pe$ndamping, 

le$mahnya 

ke$mandirian 

aku$ntabilitas 

Me$njadi 
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Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe$ne$litian te$rdahu$lu$ se$cara u$mu$m 

me$ne$gaskan le$mahnya aspe$k su$bstantif dalam transparansi se$rta dominannya aspe$k 

administratif dalam aku$ntabilitas. Kondisi te$rse$bu$t me$nu$nju$kkan bahwa banyak de$sa di 

Indone$sia, te$rmasu$k De$sa Aliantan, me$nghadapi tantangan se$ru$pa. Ole$h kare$na itu$, 

pe$ne$litian ini hadir u$ntu$k me$ngisi ke$se$njangan de$ngan me$laku$kan analisis me$ndalam 

te$ntang praktik transparansi dan aku$ntabilitas, se$kaligu$s me$nggali faktor pe$ndu$ku$ng dan 

pe$nghambatnya se$cara kompre$he$nsif. De$ngan cara ini, pe$ne$litian diharapkan dapat 

me$mbe$rikan kontribu$si te$ore$tis bagi pe$nge$mbangan konse$p tata ke$lola de$sa se$rta manfaat 

praktis dalam be$ntu$k re$kome$ndasi ke$bijakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Obje$k pe$ne$litian ini adalah pe$ne$rapan prinsip transparansi dan aku$ntabilitas dalam 

pe$nge$lolaan ke$u$angan De$sa Aliantan, Ke$camatan Kabu$n, Kabu$pate$n Rokan Hu$lu$. Foku$s 

kajian diarahkan pada se$jau$h mana ke$te$rbu$kaan informasi ke$u$angan de$sa dilaksanakan 

pada se$tiap tahapan pe$nge$lolaan pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, pe$natau$sahaan, pe$laporan, 

dan pe$rtanggu$ngjawaban, bagaimana be$ntu$k aku$ntabilitas aparatu$r de$sa baik se$cara 

administratif, hu$ku$m, mau$pu$n moral ke$pada masyarakat, se$rta faktor-faktor pe$ndu$ku$ng 

dan pe$nghambat yang me$me$ngaru$hi ku$alitas imple$me$ntasi ke$du$a prinsip te$rse$bu$t. 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan pe$nde$katan ku$alitatif de$ngan me$tode$ de$skriptif, yang 

dipilih kare$na se$su$ai de$ngan tu$ju$an pe$ne$litian u$ntu$k me$mahami fe$nome$na transparansi 

dan aku$ntabilitas dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa se$cara me$ndalam dan konte$kstu$al. 

Pe$nde$katan ku$alitatif me$nu$ru$t Cre$swe$ll (2021) me$mu$ngkinkan pe$ne$liti u$ntu$k me$ne$laah 

pe$ristiwa, makna, dan inte$raksi sosial se$bagaimana dipe$rse$psikan ole$h partisipan yang 

te$rlibat langsu$ng, bu$kan se$kadar me$ngu$ku$r angka statistik. Dalam konte$ks De$sa Aliantan, 

pe$ne$litian ini pe$nting dilaku$kan de$ngan ku$alitatif kare$na isu$ transparansi dan 

aku$ntabilitas le$bih banyak be$rkaitan de$ngan prose$s sosial, me$kanisme$ inte$raksi, se$rta 

praktik pe$rtanggu$ngjawaban yang tidak dapat dire$du$ksi hanya de$ngan data ku$antitatif. 

Me$tode$ de$skriptif dipilih kare$na pe$ne$litian ini be$rorie$ntasi pada pe$nggambaran fe$nome$na 

nyata yang se$dang be$rlangsu$ng, bu$kan pada u$ji hipote$sis. Mole$ong (2021) me$nyatakan 

bahwa me$tode$ de$skriptif ku$alitatif me$mbe$ri ru$ang lu$as bagi pe$ne$liti u$ntu$k me$nje$laskan 

se$cara rinci apa yang te$rjadi di lapangan, bagaimana praktik transparansi dijalankan, se$rta 
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faktor apa saja yang me$ndu$ku$ng dan me$nghambat aku$ntabilitas pe$me$rintah de$sa. De$ngan 

de$mikian, pe$ne$litian ini le$bih me$ne$kankan pada pe$mahaman me$ndalam (de$e$p 

u$nde$rstanding) daripada ge$ne$ralisasi lu$as. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pe$ne$litian dite$tapkan di De$sa Aliantan, Ke$camatan Kabu$n, Kabu$pate$n 

Rokan Hu$lu$, Provinsi Riau$. Pe$milihan lokasi dilaku$kan se$cara pu$rposive$ atau$ 

be$rdasarkan pe$rtimbangan te$rte$ntu$ yang re$le$van de$ngan foku$s pe$ne$litian. Pe$rtimbangan 

pe$rtama adalah De$sa Aliantan me$ru$pakan de$sa yang se$dang aktif me$laku$kan 

pe$mbangu$nan dan pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa yang cu$ku$p komple$ks, se$hingga me$narik 

u$ntu$k dite$liti dari aspe$k tata ke$lola. Pe$rtimbangan ke$du$a adalah te$rdapat indikasi adanya 

ke$se$njangan antara re$gu$lasi de$ngan praktik di lapangan, khu$su$snya te$rkait ke$te$rbu$kaan 

informasi dan pe$rtanggu$ngjawaban pu$blik. Pe$rtimbangan ke$tiga, de$sa ini cu$ku$p 

re$pre$se$ntatif se$bagai ce$rminan pe$rsoalan u$mu$m yang dihadapi banyak de$sa lain di Riau$, 

se$hingga hasil pe$ne$litian dapat me$mbe$ri kontribu$si yang le$bih lu$as. 

Waktu$ pe$ne$litian dijadwalkan se$lama tiga bu$lan, yaitu$ Mare$t sampai Ju$li 2025. 

Pe$mbagian waktu$nya me$lipu$ti: (1) tahap pe$rsiapan, be$ru$pa pe$ngu$mpu$lan re$fe$re$nsi, 

pe$nyu$su$nan instru$me$n pe$ne$litian, dan pe$ngu$ru$san pe$rizinan; (2) tahap pe$ngu$mpu$lan data, 

me$lalu$i wawancara, obse$rvasi, dan stu$di doku$me$ntasi yang be$rlangsu$ng se$kitar tiga 

bu$lan; (3) tahap analisis data, yang dilaku$kan parale$l de$ngan pe$ngu$mpu$lan data, se$hingga 

se$tiap te$mu$an baru$ dapat se$ge$ra dite$laah u$ntu$k me$mpe$rdalam wawancara lanju$tan; dan 

(4) tahap pe$nyu$su$nan laporan pe$ne$litian, yang me$lipu$ti pe$ru$mu$san hasil, pe$mbahasan, 

se$rta pe$narikan ke$simpu$lan. Re$ntang waktu$ e$nam bu$lan dianggap me$madai u$ntu$k 
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me$mpe$role$h data yang kaya, me$laku$kan triangu$lasi, se$rta me$mastikan ke$absahan te$mu$an 

pe$ne$litian. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Dalam pe$ne$litian ku$alitatif, pe$milihan informan le$bih me$ngu$tamakan ku$alitas 

informasi daripada ju$mlah re$sponde$n. Ole$h kare$na itu$, pe$ne$litian ini me$nggu$nakan te$knik 

pu$rposive$ sampling, yakni pe$ne$ntu$an informan be$rdasarkan pe$rtimbangan te$rte$ntu$ yang 

be$rkaitan langsu$ng de$ngan foku$s pe$ne$litian. Me$nu$ru$t Su$giyono (2022), pu$rposive $ 

sampling re$le$van digu$nakan dalam pe$ne$litian ku$alitatif kare$na pe$ne$liti me$mbu$tu$hkan 

su$bje$k yang be$nar-be$nar me$mahami masalah yang se$dang dite$liti. 

Informan u$tama pe$ne$litian ini te$rdiri dari: (1) Ke$pala De$sa se$bagai pe$ngambil 

ke$pu$tu$san te$rtinggi dan pe$ne$ntu$ arah ke$bijakan; (2) Se$kre$taris De$sa, yang be$rpe$ran dalam 

administrasi dan doku$me$ntasi; (3) Be$ndahara De$sa, se$bagai pe$nge$lola ke$u$angan dan 

pe$ncatat transaksi; (4) Anggota Badan Pe$rmu$syawaratan De$sa (BPD), yang me$njalankan 

fu$ngsi pe$ngawasan dan pe$nyalu$ran aspirasi masyarakat; (5) Pe$ndamping De$sa, yang 

me$mbantu$ me$mbe$rikan arahan te$knis dalam pe$nge$lolaan administrasi dan ke$u$angan; 

se$rta (6) Tokoh masyarakat, te$rmasu$k tokoh adat, pe$mu$da, dan ke$lompok pe$re$mpu$an, 

yang me$mbe$rikan pe$rspe$ktif warga me$nge$nai transparansi dan aku$ntabilitas. Pe$milihan 

informan tambahan se$pe$rti ke$lompok pe$re$mpu$an dan pe$mu$da pe$nting kare$na lite$ratu$r 

te$rbaru$ me$ne$kankan pe$ntingnya inklu$si sosial dalam tata ke$lola de$sa (Lu$bis & Hidayat, 

2023). De$ngan variasi informan ini, data yang dipe$role$h diharapkan me$nce$rminkan 

pandangan be$ragam pihak. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 
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Data dalam pe$ne$litian ini te$rbagi me$njadi data prime$r dan data se$ku$nde$r. Data 

prime$r dipe$role$h langsu$ng dari hasil wawancara me$ndalam de$ngan informan, obse$rvasi 

partisipatif dalam foru$m mu$syawarah de$sa, se$rta doku$me$ntasi lapangan te$rkait praktik 

transparansi dan aku$ntabilitas. Data prime$r ini pe$nting kare$na me$mbe$rikan gambaran 

aktu$al me$nge$nai bagaimana aparatu$r de$sa dan masyarakat me$maknai se$rta me$njalankan 

prinsip tata ke$lola. 

Se$me$ntara itu$, data se$ku$nde$r dipe$role$h dari doku$me$n-doku$me$n re$smi se$pe$rti 

U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 te$ntang De$sa, Pe$rme$ndagri Nomor 20 Tahu$n 2018 

te$ntang Pe$nge$lolaan Ke$u$angan De$sa, U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 2008 te$ntang 

Ke$te$rbu$kaan Informasi Pu$blik, laporan re$alisasi APBDe$s, notu$le$n mu$syawarah de$sa, 

laporan pe$rtanggu$ngjawaban pe$me$rintah de$sa, se$rta hasil pe$ne$litian te$rdahu$lu$ yang 

re$le$van. Data se$ku$nde$r be$rfu$ngsi me$le$ngkapi te$mu$an lapangan dan me$mbe$rikan 

ke$rangka pe$mbanding, se$hingga analisis le$bih tajam. De$ngan kombinasi data prime$r dan 

se$ku$nde$r, pe$ne$litian ini mampu$ me$nyajikan gambaran kompre$he$nsif antara norma 

re$gu$latif dan praktik e$mpiris di lapangan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

U$ntu$k me$mpe$role$h data yang valid dan me$ndalam, pe$ne$litian ini me$nggu$nakan 

tiga te$knik u$tama, yaitu$ wawancara me$ndalam, obse$rvasi partisipatif, dan stu$di 

doku$me$ntasi. Pe$rtama, wawancara me$ndalam dilaku$kan de$ngan me$nggu$nakan pe$doman 

se$mi-te$rstru$ktu$r, se$hingga informan me$miliki ke$be$basan u$ntu$k me$njawab se$cara lu$as, 

se$me$ntara pe$ne$liti te$tap me$njaga foku$s pe$ne$litian. Ke$du$a, obse$rvasi partisipatif dilaku$kan 

de$ngan cara pe$ne$liti hadir langsu$ng dalam ke$giatan mu$syawarah de$sa, pu$blikasi laporan, 

atau$ foru$m pe$rtanggu$ngjawaban, u$ntu$k me$ngamati inte$raksi antaraktor dan bagaimana 
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prose$s ke$te$rbu$kaan se$rta aku$ntabilitas dijalankan. Ke$tiga, stu$di doku$me$ntasi dilaku$kan 

de$ngan me$ne$laah doku$me$n re$smi, arsip, se$rta produ$k ke$bijakan de$sa yang te$rkait 

langsu$ng de$ngan pe$nge$lolaan ke$u$angan. 

Pe$nggu$naan ke$tiga te$knik ini dilaku$kan se$cara simu$ltan dan saling me$le$ngkapi. 

Wawancara me$mbe$rikan data be$ru$pa pe$rse$psi, pe$ngalaman, dan pe$nilaian; obse$rvasi 

me$mbe$rikan data be$ru$pa pe$rilaku$ nyata dan inte$raksi sosial; se$dangkan doku$me$ntasi 

me$mbe$rikan data be$ru$pa bu$kti te$rtu$lis dan re$gu$latif. Triangu$lasi te$knik ini me$mbantu$ 

me$mastikan ke$absahan data, kare$na informasi yang dipe$role$h dapat saling diu$ji dan 

dive$rifikasi. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Dalam pe$ne$litian ku$alitatif, instru$me$n u$tama adalah pe$ne$liti itu$ se$ndiri (Mole$ong, 

2021). Pe$ne$liti be$rpe$ran se$bagai pe$re$ncana, pe$laksana, pe$ngu$mpu$l, se$kaligu$s 

pe$nganalisis data. Namu$n, u$ntu$k me$ndu$ku$ng prose$s pe$ngu$mpu$lan data, digu$nakan 

instru$me$n tambahan be$ru$pa: (1) pe$doman wawancara yang be$risi daftar pe$rtanyaan 

pokok namu$n fle$ksibe$l; (2) catatan lapangan u$ntu$k me$ndoku$me$ntasikan hasil obse$rvasi; 

(3) alat pe$re$kam au$dio/visu$al u$ntu$k me$njamin aku$rasi wawancara; se$rta (4) matriks 

analisis data u$ntu$k me$ngorganisasi informasi yang dipe$role$h. De$ngan kombinasi 

instru$me$n ini, diharapkan prose$s pe$ngu$mpu$lan data be$rlangsu$ng le$bih siste$matis, 

konsiste$n, dan mu$dah dite$lu$su$ri u$lang. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilaku$kan de$ngan me$nggu$nakan mode$l inte$raktif Mile$s, Hu$be$rman, 

& Saldaña (2018) yang te$rdiri dari tiga tahapan, yaitu$ re$du$ksi data, pe$nyajian data, dan 

pe$narikan ke$simpu$lan. Tahap re$du$ksi data dilaku$kan de$ngan me$milah data me$ntah agar 
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foku$s pada hal-hal re$le$van de$ngan tu$ju$an pe$ne$litian, misalnya praktik transparansi dalam 

mu$syawarah atau$ me$kanisme$ aku$ntabilitas dalam pe$laporan. Tahap pe$nyajian data 

dilaku$kan de$ngan me$nampilkan hasil dalam be$ntu$k narasi de$skriptif, tabe$l, atau$ matriks, 

se$hingga pola dan hu$bu$ngan dapat te$rlihat. Tahap pe$narikan ke$simpu$lan dilaku$kan 

de$ngan me$nyu$su$n inte$rpre$tasi dari data yang su$dah disajikan, ke$mu$dian dive$rifikasi 

me$lalu$i triangu$lasi dan disku$si de$ngan se$jawat. Prose$s analisis dilaku$kan se$cara siklikal, 

artinya pe$narikan ke$simpu$lan dapat dimu$lai se$jak awal pe$ngu$mpu$lan data dan dipe$rku$at 

se$iring be$rtambahnya informasi baru$. 

3.9 Uji Keabsahan Data 

U$ntu$k me$mastikan data valid, pe$ne$litian ini me$nggu$nakan e$mpat krite$ria 

ke$absahan data me$nu$ru$t Lincoln & Gu$ba (dalam Mole$ong, 2021). Pe$rtama, cre$dibility 

(validitas inte$rnal), dicapai me$lalu$i triangu$lasi su$mbe$r, te$knik, dan waktu$, se$rta me$mbe$r 

che$ck ke$pada informan. Ke$du$a, transfe$rability (validitas e$kste$rnal), dipe$role$h de$ngan 

me$mbe$rikan de$skripsi yang de$tail dan konte$kstu$al agar te$mu$an pe$ne$litian dapat 

digu$nakan pada situ$asi se$ru$pa di de$sa lain. Ke$tiga, de$pe$ndability (re$liabilitas), dilaku$kan 

de$ngan me$ndoku$me$ntasikan se$lu$ru$h prose$s pe$ne$litian se$cara siste$matis agar dapat 

dite$lu$su$ri u$lang. Ke$e$mpat, confirmability (obye$ktivitas), dicapai de$ngan me$mastikan data 

be$nar-be$nar be$rasal dari informan, bu$kan inte$rpre$tasi se$pihak pe$ne$liti. De$ngan e$mpat 

strate$gi ini, pe$ne$litian diharapkan me$nghasilkan data yang sahih, dapat 

dipe$rtanggu$ngjawabkan, se$rta re$le$van se$cara akade$mis mau$pu$n praktis. 

 

 

 

 

 

 


